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PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR b TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN BIAYA JASA PELAYANAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_—

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan dan
menambah tempat pembayaran kepada Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu
menambah kanal pembayaran melalui BUMDes;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, menyatakan
bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran
Biaya Jasa Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Badan
Usaha Milik Desa se Kabupaten Mempawah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Repyplik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3).

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA JASA
PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN
MEMPAWAH



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Daerah adalah Kabupaten Mempawah. .

Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagal unsyr penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelakganaan unsur
pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Mempawah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh
pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya
dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang kepada Wajib Pajak.

BAB 11
JENIS JASA DAN METODE PELAYANAN PEMBAYARAN

Pasal 2

Jenis jasa pelayanan yang dikenakan adalah pelayanan pembayaran
PBB-P2 melalui BUMDes.

Pembayaran melalui BUMDes menggunakan aplikasi Mobile
Banking Bank Kalbar.

BAB II1
ALUR PELAYANAN PEMBAYARAN BUMDES

Pasal 3

Wajib pajak datang ke BUMDes dengan membawa SPPT PBB-P2 atau
Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya.

Petugas BUMDes mengecek jumlah pajak yang harus dibayar dan
menginformasikan kepada wajib pajak.

Wajib pajak membayar kepada petugas BUMDes dan masuk ke Kas
BUMDes sebagai penerimaan usaha jasa.
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(6)

(1)

(2)

Petugas BUMDes memproses pembayaran menggunakan M-Banking
Bank Kalbar sampai proses transaksi selesail.

Petugas BUMDes mencetak  halaman transaksi sukses dari
M-Banking/Bukti Lunas dari SIMPBB disertai dengan tanda tangan
dan cap BUMDes selaku tempat pembayaran wajib pajak.

Masyarakat wajib menerima dan menyimpan bukti Junas sebagai
bukti pembayaran yang sah.

BAB IV
BESARAN TARIF JASA PELAYANAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Besaran tarif jasa pelayanan yang ditetapkan adalah sebesar
Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) untuk biaya M-banking Bank Kalbar
Pertransaksi.

Besaran tarif jasa pelayanan yang ditetapkan maksimal adalah
sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) untuk biaya jasa pelayanan
Bumdes Pertransaksi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal &2+ 102021

UPATI MEMPAWAH, (/

1 LINA

viundangkan di Mempawah
pada langgal 28010 -80al
SEXRETARIS DAFRAH KABUPATEN MEMPAWAL

Al
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